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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik ganti rugi di J&T
Express Sidoarjo. Skripsi ini menerapkan hasil penelitian lapangan untuk
menjawab pertanyaan 1) Bagaimana praktik pemberian ganti rugi di J&T Express
Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 terhadap praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo?.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (fie/d research) dan merupakan
penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan
data yang ada atau fenomena yang telah terjadi sehingga diperoleh suatu
gambaran secara menyeluruh. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir
deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu fakta tentang praktik ganti rugi di
J&T Express Sidoarjo dan selanjutnya dianalisis dengan teori 7jarah dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa mengenai praktik ganti rugi di
J&T Express Sidoarjo yang mengacu pada klausula baku dan menjadi patokan
dalam pemberian ganti rugi untuk barang yang mengalami kerusakan atau
kehilangan yang tidak diasuransikan yaitu maksimal 10 kali dari ongkos kirim.
Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, bahwa praktik ganti rugi pada perusahaan jasa
pengiriman barang J&T Express tidak sesuai dengan teori J7jarah karena
pemberian ganti rugi oleh J&T Express dirasa tidak adil dan tidak memiliki
kepastian hukum mengenai jumlah yang akan diberikan pihak J&T Express
terhadap barang konsumen yang rusak atau hilang, baik itu barang yang dikirim
dengan diasuransikan maupun tidak diasuransikan. Bentuk ganti rugi yang adil
yaitu sesuai dengan harga barang yang dikirim sesuai dengan ketentuan ganti
rugi yang dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kepada pihak J&T Express sebagai
perusahaan jasa pengiriman barang dalam melaksanakan suatu transaksi atau
pekerjaan hendaknya didasari dengan itikad baik antara kedua belah pihak supaya
terjalin suatu transaksi yang sesuai dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Selanjutnya, bagi pihak pelaku usaha diharapkan memberikan pelayanan yang
baik dan memberikan tanggung jawab semestinya jika terdapat kerugian pada
konsumen yang disebabkan oleh kelalaiannya.

Vi
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat perkembangan ekonomi merupakan salah satu indikator
dalam keberhasilan pembangunan suatu negara, karena semakin tinggi
tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan
masyarakat. Untuk mengimbangi perkembangan ekonomi yang tidak
dapat lepas dari kebiasaan sehari-hari, membuat kebutuhan hidup manusia
menjadi bertambah banyak. Salah satu kebutuhan tambahan adalah
kebutuhan akan jasa pengiriman barang.

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang
dikelilingi beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan sebagian
besar perairan laut, sungai dan danau. Hal ini membuat industri jasa
pengiriman di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat, karena
memiliki manfaat untuk meratakan pembangunan fisik dan memenuhi
kebutuhan masyarakat Indonesia yang terpisahkan oleh lautan.
Penyelenggaraan jasa pengiriman barang adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan sesuatu berupa surat
dengan jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima

dengan memungut biaya.'

! Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan
Jasa Titipan.



Saat ini bisnis penyedia jasa pengiriman barang telah mengalami
perubahan karena perkembangan teknologi yang semakin canggih yang
mempermudah dalam menjangkau berbagai wilayah yang tidak hanya di
dalam negeri, namun dari dan ke luar negeri pun telah tersedia.
Pengiriman barang dengan proses yang cepat dan aman menjadi
kebutuhan konsumen dalam mengirimkan dokumen berharga dan barang
ke tujuan dengan efisien dan efektif.

Sekarang ini telah banyak perusahaan jasa pengiriman barang
yang sudah berkembang, misalnya Perusahaan milik PT. Global Jet
Expree atau yang dikenal dengan nama J&T Express. J&T Express
merupakan salah satu perusahaan jasa layanan pengiriman barang, baik
berupa dokumen maupun paket yang memanfaatkan teknologi e-
commerce melalui pelayanan via website, hotline dan aplikasi dalam
menawarkan jasanya. Perusahaan ini mempunyai kelebihan disbanding
dengan jasa pengiriman barang lainnya yaitu berupa jemput barang atau
paket, sehingga mempermudah para pelanggan dalam bertransaksi tanpa
perlu mendatangi kantor J&T Express.

Hukum Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan
terpadu (a comprehensive way of life). la memberikan panduan yang
dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor
bisnis dan transaksi keuangan.” Dalam Islam praktik jasa di J&T Express

termasuk dalam sewa menyewa atau akad Jjjarah. [jarah merupakan

> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), V.



transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan
waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan
pemindahan hak kepemilikan atas barang.> Adapun dasar hukum dari
jjarah terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233, Allah Swt.

berfirman;

2 oo %

L G ganle 18) A A2 86 RSN 1 ansns OF 2351 Oy
Sent O pleat G By OF 1,2y B 1,50 0sy2a500
Artinya :

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain,

maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan

cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa memakai jasa merupakan
salah satu bentuk rjarah (sewa-menyewa) lebih tepatnya 7jarah amal
yaitu fjarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan
upah mengupah. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya harus
diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari sewa-menyewa
terhadap jasa tersebut.” Upah harus ditetapkan dengan cara yang layak,
patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.®

Islam mengajarkan apabila ingin menghasilkan usaha yang baik

berupa barang atau pelayanan jasa hendaknya memberikan kualitas

3 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),
185.

¢ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,
2016), 37.

> Muhammad Yazid, Figh Muamalah: Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 189.

% Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic:
Economic System) Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 197-198.



yang baik dan jangan memberikan kualitas yang buruk. Seperti

dijelaskan dalam surat Al-Baqgarah ayat 267:

V5 020 o 180 G531 G 280 b 2 a1 LT 6l L0
E’g;ﬂ‘ Z)T‘ ﬁ’b‘j D;ﬂé\ ER /a.f etgl&é\%uoﬂo /ij) ':/-ff.if/ . “:l\‘ }l@:f.

-

S~

-

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang
buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata (enggan)
terhadapnya. Dan ketahuilah bawa Allah Maha Kaya, Maha

Terpuji.’

Diketahui bahwa J&T Express bergerak di bidang jasa, maka
faktor yang harus diperhatikan yaitu kepercayaan, di mana masyarakat
menggunakan jasa pengiriman sebab mereka percaya bahwa barang
yang mereka kirim melalui J&T Express akan sampai dengan selamat
ke tempat tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung
jawab dalam pemberian pelayanan jasa pengiriman barang yang baik.

Di Indonesia untuk menjamin dan melindungi kepentingan
konsumen atas produk barang atau jasa yang dibeli dari tindakan para
pelaku usaha yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab yaitu
dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen atau dapat disingkat dengan UUPK, yang

merupakan awal pengakuan atas perlindungan bagi konsumen secara

formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan

’ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,
2016), 39.



tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia atau pembuat produk
bermutu.®

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pengiriman barang tidak
dilakukan di atas suatu perjanjian secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian
pengiriman barang dalam hukum kebiasaan didasarkan kepada
dokumen-dokumen pengiriman saja, yang di dalamnya menerangkan
tujuan pengiriman, nama pengirim, nama pengangkut serta biaya
pengiriman. Berdasarkan hukum kebiasaan tersebut para pihak
melakukan kewajiban-kewajibannya, sehingga apabila terjadi suatu
sengketa di belakang hari, maka yang diajukan sebagai bukti adalah
dokumen-dokumen tersebut, sedangkan hubungan antara pengirim dan
jasa pengirim barang diikat dengan perjanjian.

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha
dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan mengalihkan tanggung
jawab.

Kenyataan yang terjadi di beberapa perusahaan jasa pengiriman
selain J&T Express juga mencantumkan klausula baku tentang ganti
rugi yang terdapat pada syarat dan ketentuan serta tercantum di resi
pengiriman yang dinilai tidak adil untuk para konsumen jasa pengirim

barang. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian ganti rugi

¥ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditia Bakti,
2010), 48.



untuk barang yang mengalami kerusakan atau kehilangan yang tidak
diasuransikan yaitu sebesar maksimal 10 kali dari ongkos kirim untuk
jumlah selebihnya perusahaan akan menolak dengan alasan bahwa
konsumen atau pengirim barang tidak mengasuransikan barang
tersebut. Serta untuk barang yang telah diasuransikan J&T Expess akan
mengganti kerugian maksimal 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Proses pengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan
mulus, terkadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa
sesuai dengan harapannya. Hal ini membuat konsumen sebagai
pengguna jasa pengiriman barang merasa dirugikan jika barang tersebut
rusak atau hilang. Apabila terjadi sesuatu dalam pengiriman barang,
maka pihak perusahaan wajib bertanggung jawab kepada konsumen
sebagai pihak pemilik barang sebagaimana kewajibannya.

Pemberian ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang
atau paket cukup banyak kasusnya, serta sering kali pengaduan atau
klaim yang diajukan oleh konsumen atau pengirim barang kurang
diperhatikan dan ditanggapi oleh pihak jasa pengiriman barang. Hal ini
yang membuat tidak berjalannya proses pemberian ganti rugi yang
seharusnya didapatkan konsumen serta menguntungkan pihak J&T
Express karena tidak mengeluarkan dana untuk ganti rugi yang
semestinya.

Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha

jelas sangat merugikan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha



berlindung dibalik klausula baku yang telah ditanda tangani oleh kedua
belah pihak, ataupun melalui berbagai informasi “semu’” yang diberikan
pelaku usaha kepada konsumen.’

Sedikitnya informasi yang didapatkan oleh konsumen J&T
Express tentang pemberian ganti rugi, sehingga banyak peristiwa yang
berkaitan dengan tanggung jawab jasa pengiriman barang di J&T
Express tentang kerusakan atau hilangnya barang kiriman tersebut.
Namun, kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh
pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan jasa pengiriman
sehingga terkadang timbul sengketa.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan, maka
penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Hukum
Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Ganti Rugi Di J&T Express
Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di

atas, maka penulis berhasil mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo.
2. Syarat dan ketentuan pengajuan klaim pemberian ganti rugi di J&T

Express Sidoarjo.

® Gunawan, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2001), 2.



3. Faktor-faktor penghambat dalam pemberian ganti rugi di J&T
Express Sidoarjo.

4. Para konsumen yang tidak mendapatkan kepastian dalam pemberian
ganti rugi di J&T Express Sidoarjo.

5. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
terhadap praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo.

Dari hasil identifikasi masalah tersebut, perlu dibatasi

masalahnya, agar pembahasannya bisa tuntas yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo.

2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

terhadap praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo.

. Rumusan Masalah

Agar jelas dan mudah untuk menjawab masalah-masalah tersebut,
maka masalah tersebut dirumusankan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 terhadap praktik pemberian ganti rugi di J&T Express
Sidoarjo?

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini



merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.'
Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini
yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen
Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman (Studi
Kasus Antara Violetta TIKI Cabang Yogyakarta Di Lembaga Konsumen
Yogyakarta)” oleh Andi Riyanto pada tahun 2015. Dalam penelitian
tersebut menunjukkan bahwa yang penyusun lakukan di lapangan, yaitu
pihak LKY sebagai lembaga yang melindungi hak-hak konsumen
menerima aduan dari violetta yaitu konsumen dari TIKI. Aduan yang
diterima oleh LKY berisi tentang hilangnya barang pengiriman karena
kelalaian dari pihak TIKI yang kurang hati-hati dalam melaksanakan
tugasnya sehingga menyebabkan barang kiriman hilang. Pihak TIKI juga
melakukan pelanggaran hak-hak konsumen yaitu memberikan informasi
yang menyesatkan oleh pihak TIKI Yogyakarta berbeda dengan apa yang
dikemukakan oleh pihak TIKI Tasikmalaya. Upaya penyelesaian masalah
dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak.'’

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti terdapat pada
pembahasan pada pemberian ganti rugi di jasa pengiriman. Namun

perbedaannya dalam penyelesaian sengketa dilakukan di Lembaga

' Fakultas Syariah Dan Ekonomi Zs/am UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, (Surabaya: T.P), 8.

"' Andi Riyanto, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya
Barang Kiriman (Studi Kasus Antara Violetta TIKI Cabang Yogyakarta Di Lembaga
Konsumen Yogyakarta)” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
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Konsumen Yogyakarta dan tidak terdapat pendekatan penelitian dari
hukum Islam. Sedangkan, yang penulis bahas dalam proposal ini yaitu
tentang ketidaksesuaian pelaksanaan ganti rugi atas kelalaian oleh pihak
J&T Express Sidoarjo atas barang yang hilang atau rusak tanpa ada
campur tangan lembaga dan menganalisis menggunakan hukum Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang
ljarah Pasa Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari’ah Cabang
Kotabumi Lampung Utara” oleh Rani Rahmawati pada tahun 2016.
Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan
prinsip 7jarah pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan fatwa
DSN, vyaitu tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman melainkan
berdasarkan pada jumlah taksiran barang yang digadaikan. Kemudian
Pengadilan Syari’ah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada
tarif jasa simpan, sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan yang
telah diberikan nasabah terhadap Pengadilan Syari’ah. Sedangkan dalam
pelaksanaan jjarah pada jasa sudah sesuai dengan hukum Islam yang
didasarkan pada prinsip muamalah yaitu mubah, sukarela, keadilan dan
membawa kemaslahatan.'?

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, terdapat pada
akad yamg digunakan yaitu 7jarah. Namun, perbedaannya yaitu mengenai

pelaksanaan produk ijarah pada jasa simpan barang gadai. Sedangkan,

12 Rani Rahmawati, “Perspektif Hukum Islam Tentang Ijarah Pasa Jasa Simpan Barang Jaminan
Di Pegadaian Syari’ah Cabang Kotabumi Lampung Utara” (Skripsi-IAIN Raden Intan
Lampung, 2016).
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yang penulis bahas mengenai 7jarah pada jasa pengiriman barang dan
ketidaksesuaian pelaksanaan ganti rugi atas kelalaian oleh pihak J&T
Express Sidoarjo atas barang yang hilang atau rusak.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Mekanisme Pemberian Ganti Rugi
Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kabupaten Probolinggo Jawa
Timur)” oleh Zainal Arifin pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut
menunjukkan bahwa yang penyusun lakukan di lapangan yaitu
mekanisme pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah
jalan tol di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo pada
prinsipnya sudah sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan
umum, dengan tujuan pembangunan ini dapat menjadi acuan
mempermudah penjelasan tentang pembayaran ganti rugi yang belum
diselesaikan dalam persoalan pengadaan tanah dan juga sebagai acuan
terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dan nilai tanah
dalam menilai tanah yang akan dijadikan proyek percepatan
perekonomian bangsa."

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, terdapat pada
pembahasan tentang mekanisme ganti rugi yang menggunakan uang.

Namun perbedaannya bahwa pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh

1 Zainul Arifin, “Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kabupaten Probolinggo Jawa
Timur)” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
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Pemerintah Probolinggo kepada masyarakat telah sesuai dengan Perpres
Nomor 65 tahun 2006, sehingga semua pihak merasa saling diuntungkan.
Sedangkan, yang penulis bahas dalam proposal ini yaitu tentang
ketidaksesuaian pelaksanaan ganti rugi atas kelalaian oleh pihak J&T
Express Sidoarjo atas barang yang hilang atau rusak.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengaruh Brand Image Dan
Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Pada Pengguna Jasa J&T Express Di Bandar
Lampung)” oleh Dwi Endriani pada tahun 2018. Dalam penelitian
tersebut menunjukkan bahwa brand image dan kualitas layanan
berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian jasa
dengan variable terikat sebesar 78,9% dan perusahaan jasa J&T Express
Bandar Lampung telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dilihat
dari pelayanannya, di dalam suatu pelayanan sebagai seorang muslim
dalam memberikan pelayanan haruslah mendasarkan pasa nilai-nilai
syariah (fathonah, tabliq, shidiq, amanah) guna mewujudkan rasa keadilan
serta tanggung jawab dalam melayani pelanggan dan sekaligus
membuktikan konsistensi keimanannya dalam rangka menjalankan misi
syariat Islam.'*

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, terdapat pada

obyek penelitian yaitu J&T Express dan pendekatan yang menggunakan

" Dwi Endriani, “Pengaruh Brand Image Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian
Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengguna Jasa J&T Express Di Bandar
Lampung)” (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2018).
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hukum Islam. Namun, perbedaannya pada skripsi ini hanya membahas

tentang pengaruh pelayanan dan brand image secara umum pada J&T

Express. Sedangkan, yang penulis bahas dalam proposal ini yaitu tentang

ketidaksesuaian pelaksanaan ganti rugi atas kelalaian oleh pihak J&T

Express Sidoarjo atas barang yang hilang atau rusak.

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan proses penelitian berdasarkan pada
permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang praktik pemberian ganti rugi di J&T
Express Sidoarjo.

2. Untuk mejelaskan tentang analisis hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik pemberian ganti rugi di J&T
Express Sidoarjo.

. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat
secara teoritis maupun praktik. Adapun kegunaan penelitian dari
penulisan ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di
bidang hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen yang

semakin berkembang dan menambah wawasan keilmuwan kepada
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pembaca. Serta sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya
terutama yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan
pemikiran dan pertimbangan untuk memecahkan permasalahan
khususnya tentang praktik pemberian ganti rugi pada jasa pengiriman
barang dan meningkatkan kesadaran konsumen pengguna jasa
pengiriman akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam
rangka menegakkan perlindungan konsumen.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variable secara
operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan
peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat
terhadap suatu objek atau fenomena.

Dari judul penelitan “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik
Ganti Rugi Di J&T Express Sidoarjo” agar tidak terjadi kesalahpahaman
persepsi pada penelitian ini, maka diberikan penjelasan definisi
operasional sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan atau ketentuan yang dijadikan
pedoman dalam menyelesaikan skripsi ini,

meliputi Alquran, Hadist dan pendapat



15

Fuqaha’ tentang ijarah.

Undang-Undang . Peraturan yang berlaku di Indonesia tentang
Nomor 8 Tahun 1999 jaminan kepastian dan perlindungan hukum
bagi konsumen."

Ganti rugi :  Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan
atau kompensasi berupa imbalan sejumlah
uvang akibat kelalaian yang merugikan

konsumen dari J&T Express Sidoarjo.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.'® Berdasarkan
hal tersebut berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan, yaitu empiris, rasional dan sistematis untuk dijadikan jawaban

dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

1. Jenis Penelitian
Dalam proposal penelitian ini, penulis menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di
lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil
atau didapat dari lapangan atau masyarakat.'’ Dengan melakukan

pengamatan, observasi secara langsung untuk mengungkapkan fakta-

' Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"®Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

' Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.



16

fakta yang terjadi terhadap pelindungan konsumen tentang praktik
pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo. Penelitian ini juga
didukung dengan penelitian pustaka (/ibrary research) dengan
mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada
kaitannya dengan penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitan
Pendekatan ini merupakan suatu jenis penelitian lapangan
(field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk
memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data-data
yang dibutukan.
3. Sumber Data
Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan
benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa atau gejala.'®
Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat
menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Sumber primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari
narasumber yang berwenang dalam memberikan informasi."” Data
ini diperoleh peneliti dari hasil obsevasi, wawancara dan
dokumentasi. Maka, narasumber memilih yang akan diwawancarai

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

'8 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Y ogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012),
44,
" Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), 91.
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1) Kepala kantor cabang J&T Express Sidoarjo.
2) Konsumen atau pihak yang terlibat dalam pemberian ganti
rugi di J&T Express Sidoarjo.
b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder yaitu sumber yang telah dikumpulkan
untuk bermaksud selain menyelesaikan masalah yang sedang
dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam
penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu literature,
artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan
penelitian yang dilakukan.”® Sumber sekunder yang digunakan
antaranya sebagai berikut:
1) Alquran dan terjemahan.
2) Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah.
3) Nasrun Haroen, Figh Muamalah.
4) Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam.
5) Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.
6) Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip
Dasar (Fundamental Of Islamic: Economic System).
7) Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah.
8) Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu.
9) Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di

Indonesia.

20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2008), 137.
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10) Kelik Wardiono, Hukum Perlndungan Konsumen.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi atau pengamatan yang meliputi kegiatan
pemantaun perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan

2l Untuk memaksimalkan hasil observasi

seluruh alat indera.
biasnya peneliti akan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan
kondisi lapangan, misalnya buku catatan dan check /ist yang berisi
objek yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pengamatan.*
b. Wawancara
Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan
bertatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer)
dan yang diwawancari (interviewer) tentang masalah yang diteliti,
dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan
pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah
yang di teliti.”’
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang

ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dalam pelaksanaan

dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti

2! Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,
20006), 156.

2 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), 49.

# Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2013),162.
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buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian
dan sebagainya.”*
5. Teknik Pengolahan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
pengelolahan data sebagai berikut:
a. Editting
Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama
bagi segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan
keserasian satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman
antara yang satu dengan yang lainnya.”> Dalam hal ini penulis
memeriksa kembali terhadap data-data yang dihasilkan saat
observasi dan wawancara dengan J&T Express Sidoarjo dan
konsumen yang terlibat.
b. Organizing
Pengaturan dan penyusunan data-data yang telah didapat
dalam penelitian dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan
dasar pemikiran yang sudah direncanakan dengan rumusan
masalah secara sistematis.”® Penulis menyusun data yang
diperoleh secara sistematis tentang proses awal mula bertransaksi

antara konsumen dan pihak jasa pengiriman barang J&T Express

24 Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,
2006),, 158.

» Soeratno, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM,
1995), 127.

*Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif,
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.
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Sidoarjo, hingga barang sampai tujuan yang diinginkan konsumen.
Serta, penanganan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan
barang ketika menggunakan jasa pengiriman barang.

c. Penemuan Hasil Research (Peneliti)

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil riset dengan
dalil-dalil yang sesuai untuk memperoleh kesimpulan sebagai
pemecah rumusan yang ada dari kebenaran yang ditemukan
dilapangan.”’ Penulis menganalisis data yang telah disusun dengan
cara memahami data yang sudah didapatkan dari proses penelitian
yang dilakukan di J&T Express Sidoarjo tersebut dengan pola
pikir deduktif.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses mencari dan menyusun
data secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam
beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
akan dipelajari, dan terakhir memuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”®
Setelah data diperoleh dari hasil pengumpulan data, maka
penulis analisis dengan metode deskriptif analisis dan verifikasi yaitu

metode yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga

*7 Agustian, “Tinjauan Figh Terhadap Praktik Jual Beli Karet” (Proposal-STAIN Ponorogo,
2013), 14.
*¥ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 41.
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diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam penelitian ini
yang akan dideskripsikan adalah praktik pemberian ganti rugi di J&T
Express Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,
serta menganalisis menggunakan hukum Islam.

Selanjutnya penulis melakukan verifikasi terhadap data-data
yang terkumpul untuk membuktikan fakta-fakta yang sebenarnya.
Dalam hal ini penulis memverifikasi bagaimana analisis hukum Islam
terhadap praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo.

Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan komprehensif
sesuai yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan dalam
penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri sebagai
berikut:

Bab pertama, menjelaskan pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitan, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, teori hukum Islam yang mencakup 2 (dua) pembahaan,
yaitu akad Jjjarah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan
syarat, macam-macam J#jarah dan berakhirnya ijarah. Ganti rugi dalam
Islam serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang meliputi pengertian perlindungan konsumen, konsumen,

pelaku usaha dan perjanjian atau klausula baku.
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Bab ketiga, praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo
yang terbagi beberapa sub bab, yaitu gambar umum mengenai tempat
penelitian yang meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk.
Praktik pemberian ganti rugi yang diberikan J&T Express Sidoarjo
kepada konsumen yang meliputi transaksi pengiriman barang, pengaduan
klaim barang dan mekanisme ganti rugi. Serta pendapat konsumen
terhadap praktik ganti rugi yang diberikan J&T Express Sidoarjo.

Bab keempat, analisa tentang praktik ganti rugi di J&T Express
Sidoarjo ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab kelima, penutup merupakan akhir penulisan skripsi yang
didalamnya terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap
rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran yang konstruktif bagi

penelitian-penelitian sejenis di masa selanjutnya.



BABII
KONSEP IJARAH, GANTI RUGI DALAM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Ijarah
1. Pengertian Jjarah

Dalam figih muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata
ijarah. ljarah berasal dari kata al-ajru yang secara bahasa berarti a/-
iwadhu yaitu ganti dan upah. Menurut istilah syara’, ijarah adalah
suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.29

Menurut Rachmat Syafi’l, jjarah secara bahasa adalah bay ul
manfa’at (menjual manfaat).’® Arti luas fjarah yaitu suatu akad yang
berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam
jumlah tertentu. Dalam praktik sewa menyewa yang berpindah hanya
manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikannya tetap
pada pemilik barang.

Definisi figh al-jjarah merupakan pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan barang itu sendiri.

* Muhammad Yazid, Figih Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.
3% Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
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Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para
ulama tentang rjarah, yaitu sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah bahwa jjarah adalah”’

s el G e 533tk anglis aale JLUE A8 00
Artinya:
Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui
dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Menurut Syafi’iyah bahwa 7jarah adalah™

fj.bu u,aj:u‘\:-lYU J.LA.U 4.1.; ; ;4:4{“5/ 33;_,,4_;:_,0} 2% 4.'.4_..4.“/' é./f«j\.‘;:c

Artinya:
Akad atas manfaat yang dituju serta diketahui yag
membutuhkan tenaga dan diperbolehkan oleh syara’ dengan
imalan tertentu.

Menurut Malikiyah bahwa 7jarah adalah
SV el a5V aadi e FHEHIE R
Artinya:

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat
manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Menurut ulama Hanabilah bahwa ijarah adalah

il g o wlns S RS T Bl g win B 3B g
SIS e E U S |

v-\ N

Artinya:
Akad terhadap manfaat yang diperbolehkan oleh syara’,
dapat diambil sewaktu-waktu pada waktunya yang telah
ditentukan, baik berupa benda tertentu maupun sifat
dalam tanggungan atau pekerjaan tertentu dengan adanya
imbalan

' Panji Adam, Fikih Muamalah Malivah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Bandung: PT
Refika Aditama), 198.

> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT
Grafindo Persada, 2003), 227.
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Menurut MA. Tihami seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani
dan Ruf’ah Abdullah dalam bukunya fikih Muamalah yaitu al-7jarah
(sewa-menyewa) adalah akad perjanjian yang berkenaan dengan
kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga suatu
itu legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran
(sewa) tertentu.>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
ijarah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau
beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan
mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat
menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Dasar Hukum Jjarah
a. Dasar Alqur’an
1) Surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:
22351 G adal 18y 0 2 S S et O 2550 05
ot SR B 51,2020 O 1,28 sl

Artinya :

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa

merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus

33 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
** Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,

2016), 37.
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diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa
terhadap jasa tersebut.

2) Surah al-Qasas ayat 26 yang berbunyi:

bl f 3l Einlin a 522 Oy Bl oof Busias) 236
Artinya:
Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata:
“Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada
kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang
engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang
yang kuat dan dapat dipercaya.”

b. Dasar hukum al-Sunnah
1) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang

berbunyi:

Chb e (5 L35 WS JRBAI ail 03 ) s

2
-

S (AR R AR i S e A A BRI

Ji i
PR T BN WA S R e [ O (IR
555

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al
Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan
kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami
berkata,  telah  menceritakan  kepada  kami
'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari
Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: ‘Berikanlah upah kepada
pekerja sebelum kering keringatnya.’

2) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang

berbunyi:

* Ibid., 389.
36 Aplikasi Kitab 9 Imam Hadist, Ibnu Majah No. 2434.
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~
g0 2.0% P

Se0ds Lo GF G gpe s (X iz g daf s
s ﬂ\wﬂ)gj__ﬂjﬁ
{.,A\Ls@wuﬂ\g;;_udw ”&;ﬂ\ysﬂj\f

JMJ Jzu\;j_su G Jru_dm_w\j ESA NIV
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin
Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada
kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: “Tidaklah Allah mengutus seorang
Nabi melainkan dia mengembalakan kambing”. Para
sahabat bertanya: “Termasuk engkau juga?”’ Maka
Beliau menjawab: “Ya, aku pun mengembalakannya
dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik
penduduk Makkah”.*’
c. [jma’

Mengenai diisyari’atkan Jjjarah, semua umat bersepakat
bahwa sewa menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang
pun ulama yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada
beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat dalam
tataran teknisnya, akan tetapi hal itu tidak dianggap.’® Karena
ijarah merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan
manusia dalam kehidupan sekarang. Hal itu dapat dikatakan
bahwa pada dasarnya ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas
antara dua pihak atau lebih yang memilik tujuan untuk saling

meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong

yang diajarkan Islam.

*7 Aplikasi Kitab 9 Imam Hadist, Bukhari No. 2102
3% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 116-117.
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3. Rukun dan Syarat Jjarah

ljarah merupakan bagian dari muamalah yang sering
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjamin
pelaksanaan Jjjarah yang tidak merugikan salah satu pihak serta
terpelihara kemaslahatan, keamanan serta ketentraman para pihak,
maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan jujur oleh para
pihak.

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun
tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat),
maka suatu perjanjian dianggap tidak sah atau batal. Para ulama telah
sepakat bahwa yang menjadi rukun ijarah yaitu sebagai berikut:*

a. Agid, yaitu para pihak yang melakukan akad sewa-menyewa atau
upah-mengupah. Mujir adalah orang yang menerima upah dan
yang menyewakan, musta jir adalah orang yang menerima upah
untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan
mujir dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan
tasharuf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah Swt.

berfirman an-Nisa’ ayat 29:

3 5 5,8 5T el L Ll BT 12 ERURRA
G 35 08D &y O 5 3 O o1t
Artinya:

3 Muhammad Yazid, Figih Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 192-193.
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Shighat, ijab qabul antara mu’jir dan mustajjir, ijab qabul sewa-

menyewa dan upah-mengupah. [jab dan gabul ini mengungkapkan
kehendak a/-muta’agidain (dua pihak yang melakukan transaksi)
dan keterikatan keduanya dengan cara menyari’atkan yang tampak
pengaruhnya ditempat transaksi.*' Ijab gabul boleh dilakukan
secara sharih (jelas) dan boleh secara kiasan (kinayah).*
Perjanjian /Jjarah lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian
tertulis, karenanya ijab qabul tidak lagi diucapkan , tetapi tertuang
dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian
berfungsi sebagai ijab qabul dalam bentuk kiasan ( kinayah).

Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak,
baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Menurut
Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut dan
tidak merugikan pihak manapun dengan tetap mengingat ajaran

Islam.

* Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,

2016), 84.

“'Miftahul Khairi, Ensiklopedi Figih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta:
Maktabah Al-Hanif, 2014), 311.
*2 Muhammad Yazid, Figih Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 194.
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d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa
syarat sebagai berikut ini:*’

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa
dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja
berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah
(boleh) menurut syara’, bukan hal yang dilarang (diharamkan).

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Terdapat 2 (dua) manfaat dalam penyewaan barang atau
jasa menurut ulama Irak, sebagai berikut:

1) Manfaat yang dibatasi waktu, misalnya penyewaan tanah
pekarangan, jasa menyusui dan jasa tukang bangunan, karena
manfaat pekarangan dan kadar menyusui hanya dapat diukur
dengan waktu.

2) Manfaat yang dibatasi fungsi, misalnya jasa untuk menunaikan

haji, jasa penjualan tekstil dan jasa pengiriman barang.**

* Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.
* Wahab Zuhaili, Figh Imam Syafi’l, (Jakarta: Almahira, 2012) 40-45.
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Selain rukun yang telah disebutkan di atas, rjarah juga
mempunyai syarat-syarat tertentu yang apabila tidak terpenuhi, maka
ijarah menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

b. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-
menyewa.

c. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus
jelas dan tralnspalraln.45 Serta dihalalkan oleh syara’, ulama figh
sepakat mengatakan tidak diperbolehkan menyewa seseorang
untuk menyantet atau membunuh orang lain dan tidak
diperbolehkan menyewakan rumah untuk tempat maksiat.

d. Objek yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi menyewa,
misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri
penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk
menggantikan haji penyewa. Para ulama sepakat mengatakan
bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan
haji merupakan kewajiban penyewa sendiri.

e. Upah atau sewa dalam Jjjarah harus jelas, tertentu dan sesuatu

yang memiliki nilai ekonomis.*

Menurut buku Fath al-Qarib, dijelaskan bahwa untuk sahnya

Ijarah sebagai berikut:*’

* Muhammad Yazid, Figih Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 195.

* Abdul Rahman Ghazaly, Figih Muamalat, (Jakarta: Prenada media Group, 2010), 279.

7 Syek Muhammad bin Qasim Asy-Syafi’i, Fath al-Qarib (Terj. Imran Abu Umar) Jilid I,
(Surabaya: Menara Kudus, 1992), 298.
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a. Untuk sahnya 7jarah bahwa setiap benda dapat diambil manfaat
serta tahan keadaannya tetapi jika tidak kuat, maka tidak sah
sewa- menyewa.

b. Harus adanya ucapan ijab kabul antara kedua belah pihak,
lafadznya yaitu: “Saya menyewakan rumah ini kepadamu’ dan
jawabannya: “Saya terima rumah ini".

4, Macam-Macam Jjarah
Dilihat dari segi objek ijarah berupa manfaat suatu benda
maupun tenaga manusia itu terbagi menjadi dua bentuk sebagai
berikut:*®

a. ljarah ain adalah jjarah yang berhubungan dengan penyewaan
benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda
tersebut tanpa pemindahan kepemilikan benda tersebut, seperti
sewa menyewa rumah, toko, mobil, pakaian dan perhiasan.
Manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk
dipergunakan, maka para ulama figih sepakat menyatakan boleh
dijadikan objek sewa menyewa. Apabila terjadi kerusakan pada
ojek yang disewa, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik
barang (mujir) dengan syarat kecelakaan itu, akibat dari kelalaian
penyewa (mustajir). Sedangkan kerusakan objek diakibatkan dari
kelalaian penyewa (mustajir), maka yang bertanggungjawab atas

kerusakan objek tersebut adalah penyewa itu sendiri.

* Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Bandung: PT
Refika Aditama), 204-205.
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ljarah amal adalah ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia
yang diistilahkan upah mengupah. Jadi 7jarah ini digunakan untuk
memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa
dari pekerjaan yang dilakukannya. Menurut para ulama figh, 7jarah
jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas,
seperti buru bangunan tukang jahit, buru pabrik dan tukang
sepatu. Jasa pengiriman barang juga tergolong upah mengupah
dalam praktik 7jarah. Pada dasarnya pembayaran upah harus
diberikan saat itu juga, namun dalam perjanjian diperbolehkan

dengan mendahulukan atau mengakhirkan upah. %

5. Pembatalan dan Berakhirnya Jjarah

Setiap transaksi dalam Jjarah tentunya ada batas waktu yang

telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus

menepati perjanjian yang telah disepakati, tidak saling menambah dan

mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama figh berpendapat bahwa

berakhirnya akad 7jarah adalah sebagai berikut:

a.

Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.
Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah
perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus
dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa

seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.*

* Mohammad Nadzir, Figh Muamalah Klasik, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), 75.
* Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

77.
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b. Akad jjarah habis, menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah berakhir
dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, karena
manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur
ulama, akad 7jarah tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya
salah satu pihak yang berakad, karena sifat akad ijarah adalah
akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya akad jual-beli dan
manfaat dari jjarah termasuk harta (al-maal) sehingga dapat
diwariskan sampai berakhirnya waktu akad. Misalnya, seorang
kepala keluarga mengontrak rumah untuk tempat tinggal
keluarganya, kemudian pemilik rumah atau kepala keluarga
meninggal dunia, maka kontrak rumah masih bisa dilanjutkan
sampai habis masa kontraknya.'

c. Akad Jjjarah berakhir dengan igalah (menarik kembali). [jarah
adalah akad mu’awadhah (mencari keuntungan atau profit
oriented) yang terjadi proses pemindahan benda dengan benda
sehingga memungkinkan untuk 7ga/ah seperti pada akad jual-beli.

d. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan
sewaan mati atau rumah sewaan hancur.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jjarah akan menjadi batal
dan berakhir jika ada beberapa hal sebagai berikut:

a. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.

> Wahbah Az-juhaili, al-Figih al1slami Wa asilatuhu, 429.
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b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan
gedung.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang
diupahkan untuk dijahit.
d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa
yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.”
ljarah merupakan jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak
membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak. /jarah adalah akad
pertukaran, kecuali apabila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.
Kedua belah pihak yang melakukan akad harus bertangung jawab atas

segala resiko yang akan terjadi.”

B. Ganti Rugi Dalam Islam
1. Pengertian Ganti Rugi

Ta’wid dalam bahasa adalah ganti rugi atau kompensasi yang
secara istilah yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran
atau kekeliruan. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang
dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang
menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada
pihak lain. Besar ganti rugi (¢a 'wid) yaitu sesuai dengan nilai kerugian
riil (real loss) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan dapat

diperhitungkan dengan jelas, bukan kerugian yang diperkirakan akan

> Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 284.
%3 Mohammad Nadzir, Figh Muamalah Klasik (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 80.
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terjadi karena adanya peluang untuk hilang serta besarnya ganti rugi
ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Ganti rugi (ta’wid)
digunakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang
(dain), seperti salam, istishna’, murabahah dan 1]'5rab.54
Menurut Syamsul Anwar, konsep ganti rugi dalam Islam lebih
menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
Ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila
pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan
tanggung jawab atau ingkar janji. Tanggug jawab akad memiliki tiga
unsure pokok, sebagai berikut:>®
a. Adanya ingkar janji yang dipersalahkan.
b. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak
kreditur.
c. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab
akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.
Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa,
sebagai berikut:
a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti
memperbaiki dinding
b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti

semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang

> Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (¢a wid).
> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143
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dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit
dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama

(sejenis) atau dengan uang.

Sementara, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian
yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immaterial, maka
menurut ketentuan hukum figih hal tersebut tidak dapat diganti
(dimintai ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta
yang ada dan konkret serta berharga (diijinkan syarat untuk
memanfaatkannya).”®

2. Dasar Hukum Ganti Rugi
a. Dasar Alqur’an

1) Surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Sl e 261 A 280 S ssaiD T 15 oy dingi D
}o ;uvg.{_ﬂ U\ v‘;} o} M‘ LA%J_:_Q
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang
akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”’

Ayat di atas menjelaskan tanggung jawab yang harus
dipenuhi oleh semua manusia yang melakukan akad tanpa

terkecuali. Ketika kedua pihak melakukan akad, maka

% Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah ad-Daman (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), 93-96.
*7 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,
2016), 156.
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dianggap telah melakukan perjanjian yang wajib untuk
ditepati. Karena dalam Islam diajarkan untuk menepati janji
supaya tidak tergolong orang yang munafik.
Surat al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:
iy OsCle s G i e st (S i 28
i T OF 1,4l
Artinya:

. maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian)
kepadmu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang
telah ia timpahkan kepadamu. Bertakwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang
yang bertakwa.’®
Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan ganti rugi

bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian)
kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang
ditimpakan kepadamu. Jadi dalam pemberian ganti rugi harus

seimbang dan sesuai dengan kerugian yang diderita oleh

konsumen.

b. Dasar al-Sunnah

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari
‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan
Malik dari Yahya yang berbunyi:

-
P

Y3 55
Artinya:
Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
pula membahayakan orang lain.>

¥ 1bid., 31.

*® Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (za wid).
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2) Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari, berbunyi:

Artinya:
Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh
orang mampu adalah suatu kedzaliman...%

C. UNDANG-UNDANG NOMOR &8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Perlindungan Konsumen

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal
dari kata dasar lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah,
mempertahankan dan membentengi.®'

Bentuk perlindungan yang terpenting adalah perlindungan
yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir
berbagai kepentingan dan memiliki daya paksa sehingga bersifat
permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati
keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia dalam menjamin dan melindungi kepentingan
konsumen atas produk barang dan jasa yang dibeli yaitu
memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif pada tangal 20 April

2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara

60 1105
Ibid.

! pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,
2008), 864
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legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi

konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia atau

pembuat produk®”.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang

mempunyai asas dan tujuan sebagai berikut:

a. Asas Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut®:

2)

3)

4)

Asas manfaat, yaitu mengamanatkan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya
dan melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak
memberatkan salah satu pihak.

Asas keseimbangan, yaitu menghendaki agar konsumen,
pelaku usaha dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang
seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap

perlindungan konsumen.

62 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditia Bakti,

2010), 48.

53 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Y ogyakarta: Graha IImu, 2015), 20.
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5) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan
jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan.

6) Asas kepastian hukum, yaitu pelaku usaha maupun konsumen
dapat menaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara yang
memberi jaminan kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut®*:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri.

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa.

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4) Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha.

64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 3.
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6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang
diperkuat dengan adanya undang-undang khusus, memberikan harapan
agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang wenang yang
berakibat merugikan hak konsumen. Dengan adanya undang-undang
sebagai sarana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen.

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki beberapa hak, sebagai berikut®:

1) Hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

65 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 4.
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3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Selain memiliki beberapa hak seperti di atas, seorang
konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus
diperhatikan, sebagai berikut®:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa;

6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 5.
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3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut;

3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.
a. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak pelaku usaha sebagai berikut®’:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

67 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 6.
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Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya;

Apabila terdapat hak, pasti terdapat pula kewajiban-

kewajiban bagi pelaku usaha yang harus dipenuhi yaitu sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memeri
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
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7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perj anjianég;

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab yang merupakan bagian dari kewajiban
yang mengikat kegiatan dalam berusaha. Tanggung jawab juga
disebut dengan istilah product liability (tanggung gugat produk).
Product liability adalah suatu konsep hukum yang intinya untuk
memberi  perlindungan  konsumen, yaitu dengan jalan
membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa
kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi
sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan
ganti rugi.

Dari pengertian tersebut, maka pelaku usaha bertanggung
jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produksi atau
jasanya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
pasal 19 yaitu sebagai berikut®:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.

% Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 7.
% Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), 29.
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2) Ganti rugi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat erupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), dapat
diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi sebagai
berikut:

1) Tanggung jawan ganti kerugian atas kerusakan.

2) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran.

3) Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

c. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha

70 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 19.
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Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu
barang dan/atau jasa;

4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang
ditawarkan,;

5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;’'

4. Perjanjian atau Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan dan syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian
yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku yaitu
perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan
oleh pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai
peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hanya beberapa hal yang

belum dibakukan misalnya jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dan

! Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 10.
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beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Jadi yang

dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausula-klausula yang

tercantum.

a. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, pada Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yan
ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau
perjanjian apabila’:

a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

¢) Menyatakan bahwa pelaku wusaha berhak menolak
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan
dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan

barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

72 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 18.
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f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen
yang menjadi obyek jual beli jasa.

g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya.

h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak
gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang
letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca
secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha
pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) dinyatakan
batal demi hukum.

4) Pelaku wusaha wajib menyesuaikan klausula baku yang
bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam Islam terdapat dua pandangan tentang klausula baku

yaitu pertama tidak membolehkan klausula baku karena terdapat
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unsur keterpaksaan bagi konsumen untuk menerimanya. Salah satu
dasar mutlak dari sahnya suatu akad, perjanjian atau transaksi dalam
Islam adalah keadaan suka sama suka atau saling ridha (antaradhin).”
Sementara prinsip klausula baku atau kontrak standar akad atau
perjanjian dibuat secara sepihak dan sudah dibakukan serta
dituangkan dalam bentuk formulir atau draf’ Perjanjian ini telah
ditentukan secara sepihak oleh salah satu phak, terutama pihak
ekonomi kuat (pelaku usaha) terhadap ekonomi lemah (konsumen).
Prinsip ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang
terdapat dalam ajaran Islam. Islam memberikan kebebasan kepada
para pihak dalam menentukan isi akad atau perjanjian bukan memaksa
seseorang untuk menyetujui suatu akad atau perjanjian.

Kedua, membolehkan klausula baku dengan alasan “muamalah
dilakukan atas dasar pertimbangan dapat mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat”. Perjanjian
atau klausula baku mendatangkan manfaat berupa efisiensi atau
kemudahan dan mempercepat proses transaksi bagi konsumen maupun
pelaku usaha, karena sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam
dan dibolehkan menurut Islam.”* Menurut ulama Madzhan Az-Zahiri

yaitu semua syarat yang telah disepakati oleh para pihak yang

7 Muhammad dan Alimin, Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: BPFE, 2004), 172.

™ Muhammad Umar Kelibia, Klausula Baku Di Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Klausula Baku Dalam UUPK Dari Tinjauan
Hukum Islam, (Yogyakarta, 2011), 164-166.
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melakukan akad jika terdapat ketidak sesuaian dengan Alqur’an dan

Sunnah adalah batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB III
PRAKTIK GANTI RUGI DI J&T EXPRESS SIDOARJO

A. Gambaran Umum J&T Express
1. Profil J&T Express

PT Global Jet Express atau J&T Express merupakan
perusahaan jasa pengiriman atau penyaluran barang yang didirikan
pada bulan Agustus 2015 oleh mantan CEO OPPO Indonesia dan
Founder Oppo Internasional yaitu Jet Lee dan Tony Chen. Perayaan
grand opening diadakan di Nang Xiang restro di Hotel Sultan Jakarta
yang dihadiri oleh Direksi, Staff, Regional Manager dan partner J&T
Express.

Di Indoesia kantor pusat J&T Express berlokasi di Landmark
Pluit Tower Unit BIl, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara 144450.
Sebagai perusahaan baru, J&T Express dibekali dalam operasionalnya
menggunakan sistem /nformation Technology atau IT yang bermutu
tinggi untuk meningkatkan efisensi dan kualitas pelayanan untuk
menarik minat pelanggan. Serta perusahaan ini sudah meng-cover
seluruh Nusantara tanpa pihak ketiga untuk pengiriman paket dengan
jaminan lebih cepat, aman dan ekonomis”.

Kehadiran J&T Express memberikan inovasi baru dalam jasa

pengiriman barang yaitu dengan menyediakan layanan gratis

PT. Global Jet Express, http://www.jet.co.id/about, diakses pada 27 Februari 2019
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penjemputan barang atau paket di tempat tanpa biaya tambahan,
tanpa minimal berat dan jumlah paket. Layanan dalam pengiriman ke
seluruh pedalaman kota, domestik dan internasional yang relatif cepat
karena beroperasi setiap hari tanpa hari libur. Terdapat aplikasi dan
website yang memudahkan untuk mencari tahu tarif pengiriman dan
mengecek drop point (kantor cabang) yang terdekat. Serta fasilitas
trace & tracking system untuk mempermudah melacak keberadaan
paket pada proses pengiriman. Beberapa layanan ini menguntungkan
bagi pebisnis dalam pengembangkan dan penyalurkan barang dalam

skala besar dengan mudah dan aman.

Gambar 3. 1 Website J&T Express
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Dengan mengusung “FEasy Life’ sebagai slogan, J&T Express
menjadikan bisnis online pelanggan lebih praktis dan efisien serta
mendorong pelanggan untuk melakukan bisnis besar di platform e-

comimer: 06'76.

’® Fira Andriyani, Wawancara, Sidoarjo, 18 Maret 2019.



Gambar 3. 2 Aplikasi J&T Express

=

bt BT Express Indoniesia
INDONESIA

-

@
3 5D
| > o &
1 :
3

- oes AT

= PICK LR

o DROP OFF o

LACAK PAKET

-

Nilai dasar ada 4 (empat), yaitu integritas, berbagi, layanan
dan tanggung jawab yang diaplikasikan untuk meraih kualitas
pengiriman paket ekspres yang sebesar-besarnya bagi pelanggan dan
berkomitmen untuk melayani setiap pengiriman dengan jujur dan
bertanggung jawab.

2. Visi dan Misi J&T Express

Visi J&T Express adalah membangun sebuah perusahaan
express yang berbasis pengembangan teknologi internet dengan
jangkauan sampai ke Asia Tenggara’ .

Misi J&T Express adalah menggunakan teknologi internet
dengan di dukung sistem terkini untuk mengembangkan efisiensi serta
mendukung perkembangan bisnis e-commerce dan memberikan

kualitas servis terbaik kepada pelanggan dan menyediakan jasa jemput

" PT. Global Jet Express, http://www.jet.co.id/about, diakses pada 27 Februari 2019
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barang dengan kecepatan dalam mengantar barang dalam waktu yang
bersamaan.
3. Struktur Organisasi J&T Express
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar
bagian serta posisi yang menjalankan kegiatan operasional untuk
mencapai tujuan yang diharapkan. J&T Express memiliki struktur

organisasi sebagai berikut’®:

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi

l Manager
' Supervisor

Koordinator I Admin
l Spinter

a. Manajer mempunyai beberapa wewenang, tugas dan tanggung

jawab yang harus dilakukan dalam proses perencanaan kinerja
perusahaan, sebagai berikut:

b. Supervisor, yaitu bertugas mengawasi, mengontrol dan
mengarahkan karyawan supaya sesuai dengan standart kerja atau

pedoman arahan.

8 Fira Andriyani, Wawancara, Sidoarjo, 18 Maret 2019.



c. Administrasi

1) Menganalisis setiap permintaan sales order dari departemen
marketing.

2) Mengatur jadwal pengiriman sesuai dengan schedule delivery.

3) Memastikan produk sebelum pengiriman dalam kondisi yang
baik.

d. Spinter (kurir), bertugas mengambil dan mengantarkan barang
dalam ukuran tertentu dengan jangka waktu yang telah
ditentukan.

4. Produk J&T Express
J&T Express sebagai perusahaan penyedia jasa pengiriman
barang hanya mempunyai satu macam produk dengan harga regular
dengan pelayanan servis yang premium. Berbeda dengan perusahaan
jasa pengiriman lainnya yang mempunyai beberapa produk seperti
ekonomis, regular dan kilat dengan pilihan ongkos kirim yang
bervariasi. Meskipun J&T Express menawarkan dengan harga yang

regular tetapi memiliki kualitas pengiriman kilat atau expess.

B. Praktik Pemberian Ganti Rugi di J&T Express Sidoarjo
1. Transaksi Pengiriman Barang di J&T Express Sidoarjo
Transaksi pengiriman barang dilakukan ketika konsumen
sebagai pengirim akan mengirimkan paket atau barang menggunakan

jasa pengiriman J&T Express. Kemudian pihak J&T Express akan



menanyai tentang tujuan pengiriman, jenis barang dan menawarkan
untuk mengunakan asuransi atau tidak dengan biaya asuransi dihitung
0.2% dari harga invoice barang yang dikirimkan. Layanan asuransi ini
tidak diwajibkan kepada konsumen untuk menggunakannya.

Berikutnya pihak J&T Express akan mengukur berat atau
dimensi barang atau paket untuk mengetahui jumlah ongkos kirim
yang dibebankan kepada konsumen. Lalu konsumen akan diberi struk
atau resi sebagai bukti pengiriman dan pernyataan bahwa konsumen
telah menyetujui Standard Operasional Procedure (SOP) pengiriman
barang di J&T Express. Struk atau resi pengiriman ini dapat
digunakan untuk melacak atau mengetahui jalannya pengiriman
barang yang dilakukan oleh J&T Express.
. Pengaduan atau Klaim Barang

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh
perusahaan apabila barang yang dikirim oleh jasa pengiriman barang
mengalami kerusakan atau kehilangan. Apabila barang yang diterima
mengalami kerusakan, konsumen dapat memotret barang tersebut
sebagai barang bukti yang berguna untuk dilampirkan pada saat
pengajuan klaim.

Prosedur dan syarat pengaduan atau klaim barang yang
mengalami kerusakan atau kehilangan di J&T Express terdapat
ketentuan yang wajib diketahui, yaitu pengaduan atau klaim atas

kehilangan atau kerusakan harus diajukan pengirim maksimal dalam



waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya barang beserta

dokumen-dokumen yang terkait.

Gambar 3. 3 Cara Klaim di J&T Express

J&tXPRESS
—Buprots Yowr Online Business —

J&T EXPRESS

N'nghmngl
ter J&T Expr

‘ 1 021 .0“ 1888 Mengambil form

H. claim asuransi o
| 3 drop point terdekat

-

i ﬁ -.\
Lengkapi p'nyauun
yang dibutuhkan, selanjutnya
x ithak dr op( DOI r aha
wenghubungi ka

Layanan pengaduan atau klaim dapat dilakukan melalui via
telepon, yaitu menghubungi call center J&T Express — 021 8066 1888
atau konsumen dapat mendatangi drop point terdekat untuk
mengambil formulir klaim asuransi untuk barang yang telah
diasuransikan ataupun yang tidak diasuransikan. Selanjutnya
konsumen akan diminta untuk melengkapi persyaratan wajib seperti
kartu identitas pribadi yang sesuai dengan nama pengirim, struk atau
resi nomor pengiriman serta tambahan lampiran berupa foto barang
dan barang yang rusak.

Pihak drop point akan memproses klaim tersebut apabila
semua persyaratan telah sesuai dan melalui prosedur verifikasi, namun
prosesnya tidak selesai saat itu juga. Biasanya memerlukan waktu
beberapa hari sampai pihak J&T Express memberikan penggantian

sesuai dengan permintaan dan klaim asuransi yang diharapkan.



Konsumen harus sedikit bersabar untuk menunggu konfirmasi dari
pihak J&T Express yang akan menghubungi nomor kontak konsumen
yang mengajukan klaim. Proses di atas juga berlaku untuk pengaduan
atau klaim atas kehilangan barang yang tidak sampai ke alamat
penerima yang telah melewati estimasi waktu kedatangan barang atau
paket”’.
3. Mekanisme Ganti Rugi di J&T Express Sidoarjo

Proses pengiriman barang membutuhkan kehati-hatian untuk
menjaga barang supaya selamat sampai tujuan. Dalam prosesnya tidak
selamanya berjalan dengan layak dan lancar, terkadang terjadi
beberapa peristiwa yang menimbulkan kerusakan atau hilangnya
barang yang dibawa. Kesalahan dalam pengiriman barang merupakan
kelalaian jasa pengiriman dalam menjaga barangnya, namun dapat
pula dikarenakan faktor alam yang terjadi saat pengiriman dilakukan.

Resiko kerusakan barang yang dilakukan karena adanya human
error atau kesalahan yang dilakukan jasa pengiriman seperti lalai
dalam menjaga barang dan kurang berhati-hati dalam meletakkan
barang menjadi tanggung jawab penuh pihak jasa pengiriman.
Sedangkan resiko kerusakan barang akibat terjadinya bencana alam
seperti gempa, tsunami, tanah longsor dan sebagainya merupakan

kehendak sang pencipta yang tidak dapat dihindari oleh manusia

 Fira Andriyani, Wawancara, Sidoarjo, 18 Maret 2019.



menjadi gugur tanggung jawabnya atau tidak dapat dimintai tanggung
jawab kepada pihak jasa pengiriman.

Kewajiban menanggung atas kerugian yang di alami oleh
konsumen seperti J&T Express sebagai pihak jasa pengiriman barang
yang memiliki tanggung jawab terhadap barang dari awal diterimanya
barang sampai ke tempat tujuan. Keharusan sosial ini dapat ditarik
sedemikian jauh sehingga mencakup tentang diadakan tuntutan untuk
pertanggungjawaban atas suatu perbuatan oleh pihak yang merasa
dirugikan kepada pihak jasa pengiriman.

J&T Express sebagai pihak yang pengirim barang telah
memiliki syarat dan ketentuan terkait pemberian ganti rugi
berdasarkan kerusakan atau hilangnya barang. Ibu Fira selaku
Supervisor J&T Express Sidoarjo menjelaskan mengenai ketentuan
pemberian ganti rugi, yaitu J&T Express tidak akan memberikan ganti
rugi atas peristiwa di luar kemampuan atau kerusakan yang
ditimbulkan karena bencana alam (force majeure)*™’.

J&T Express akan memberikan ganti rugi apabila barang yang
terdaftar dalam asuransi yaitu maksimal 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah), sedangkan untuk barang yang tidak diasuransikan akan diberi
ganti rugi maksimal 10 kali ongkos kirim, untuk jumlah selebihnya

J&T Express akan menolak karena konsumen tidak mengansuransikan

% Fira Andriyani, Wawancara, Sidoarjo, 18 Maret 2019.



barang tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan klausul baku atau
peraturan di J&T Express pada poin ke 7 (tujuh).

Untuk mengembalikan kepercayaan konsumen selain
ketentuan yang telah ada di J&T Express, terdapat kebijakan dari
pihak kantor cabang dan agen mengenai biaya ganti rugi bagi
konsumen yang tidak mengasuransikan barangnya yaitu dengan
melakukan negosiasi untuk jumlah harga barang yang melebihi
ketentuan maksimal akan diberikan toleransi, tetapi ganti rugi yang
diberikan hanya beberapa persen saja dan untuk harga yang bernilai

ratusan ribu akan dilimpahkan kepada kantor Drop Point®’.

C. Pendapat Konsumen Terhadap Praktik Ganti Rugi di J&T Express

Mengenai praktik ganti rugi yang berlaku di J&T Express terdapat
beberapa pendapat dari konsumen tentang hal tersebut, yaitu sebagai
berikut:

Ibu Lilik Wijayanti adalah seorang ibu rumah tangga yang pernah
menggunakan jasa pengiriman J&T Express, saat itu ibu Lilik akan
mengirimkan bungkusan kue kering kepada ibunya yang ada di Magetan.
Sebelum dikirim, paket tersebut telah di packing dalam kardus kertas
dilapisi dengan buble wrap dan disolasi agar aman dan tidak tumpah.
Namun saat proses pengiriman terdapat keterlambatan untuk sampai ke

tujuan dan paket yang sampai kondisinya tidak layak karena kardus robek

8 Fira Andriyani, Wawancara, Sidoarjo, 18 Maret 2019.



dan isi paketnya hancur tidak bisa dimakan. Mengetahui ini ibu Lilik
langsung mendatangi kantor J&T Express terdekat untuk komplain
dengan membawa bukti foto dan resi pengiriman. Pihak J&T Express
hanya mengganti biaya ongkos kirim sebesar Rp. 28.000 (dua puluh
delapan ribu rupiah) dan untuk paket atau barang yang mengalami
keterlambatan serta rusak tidak diberi ganti rugi karena pihak jasa
pengiriman membantah bahwa kesalahan itu dari pihak J&T Express
melainkan kesalahan ibu Lilik karena tidak mengemas barang dengan
aman®’.

Megawati Prasetyo adalah guru sekolah dasar yang mempunyai
bisnis fashion online berupa pakaian dan jubah yang mengharuskan dalam
penyaluran barangnya menggunakan jasa pengiriman barang untuk
menjangkau konsumen di wilayah yang berbeda-beda. Ketika dia
mengirimkan barang, pernah mengalami komplain dari konsumen bahwa
barang yang dia pesan belum sampai. Lalu ibu mega mencoba
menghubungi J&T Express melalui layanan call center, tanggapannya
hanya bisa membantu pembuatan laporan yang akan diberikan ke pusat
dan memerlukan beberapa waktu untuk konfirmasi serta ibu mega juga
dimintai nomer telepon dan email untuk pemberitahuan selanjutnya.
Setelah menunggu kurang lebih 3 hari dan belum ada konfirmasi yang di
dapat bu Mega mengubungi lagi call center, namun laporan ganti rugi

masih dalam proses dan tidak ada kejelasan. Akhirnya bu Mega

%2 Lilik Wijayanti, Wawancara, Sidoarjo, 01 April 2019



mendatangi kantor J&T Express terdekat untuk menanyakan
kejelasannya, namun ditolak dengan alasan untuk pemberian ganti rugi

hanya dilakukan di kantor pusat J&T Express.™

% Megawati Prasetyo, Wawancara, Sidoarjo, 03 April 2019



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN GANTI RUGI DI J&T
EXPRESS SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Praktik Ganti Rugi di J&T Express Sidoarjo

Dalam kehidupan yang semakin moderen dan diiringi dengan
kemajuan teknologi yang semakin cangih, menuntut orang untuk
senantiasa menciptakan dan mencapai keberhasilannya baik itu sosial
maupu ekonomi. J&T Express merupakan perusahaan jasa pengiriman
barang yang menjadi prasarana dalam penyaluran barang bagi masyarakat
yang memiliki jaringan atau cakupan wilayah dalam negeri hingga ke luar
negeri dan sistemnya telah didukung dengan teknologi internet.

Jasa pengiriman barang merupakan pekerjaan yang sering
dibutuhkan oleh pengusaha atau pebisnis online maupun offline dalam
menyalukan barangnya. Maraknya bisnis online pada jaman sekarang ini
membuat banyak bermunculan perusahaan-perusahaan dalam bidang jasa
pengiriman barang, salah satunya yaitu J&T Express. Praktik jasa
pengiriman barang membutuhkan rasa saling percaya dan tanggung jawab
yang besar dalam menjaga barang yang dititipkan agar selamat dan aman

sampai kepada penerima.
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Proses pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan lancar,
terkadang terdapat beberapa kendala atau peristiwa yang membuat
barang atau paket yang datang tidak layak bahkan tidak diterima oleh
penerima. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan perjanjian yang
mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang berakad agar tidak
ada pihak yang merasa dirugikan dengan memenuhi sesuai tanggung
jawabnya masing-masing. Hak seorang pekerja adalah menerima upah
atau imbalan untuk pekerjaan yang dilakukannya yang menjadi kewajiban
dari pengguna jasa atau konsumen.

J&T Express sebagai perusahaan besar dalam bidang jasa
pengiriman barang memiliki syarat dan ketentuan yang sekaligus menjadi
peraturan atau klausula baku yang berlaku. Namun dalam klausula baku
tersebut terdapat salah satu point tentang pemberian ganti rugi yang
dirasa kurang adil yaitu pemberian ganti rugi untuk barang rusak atau
hilang yang tidak diasuransikan yaitu maksimal 10 kali dari ongkos kirim.
Hal ini menjadi tidak adil karena tidak ada kepastian jumlah sebenarnya
yang akan diberikan kepada konsumen yang barangnya rusak atau hilang,
sedangkan bentuk ganti rugi yang dirasa adil yaitu sesuai dengan harga
barang yang dikirim serta kompensasi sebagai bentuk kelalaian yang
dilakukan oleh pihak J&T Express.

Berdasarkan penjelasan praktik ganti rugi di atas menimbulkan
dampak negatif bagi para konsumen yang tidak mendapatkan ganti rugi

yang sesuai karena ketidakjelasan informasi yang didapatkan, sedangkan
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bagi J&T Express apabila hal ini terus terjadi, maka citra yang tidak baik
akan didapatkan. Penulis menganalisis kasus ini menggunakan teori 7jarah
amal yaitu ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang
diistilahkan upah mengupah. Klausula baku yang mengatur tentang ganti
rugi yang berlaku di J&T Express yang informasinya kurang jelas dan
mengandung unsur ketidakadilan bagi konsumen, maka penulis
menganalisa masalah ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen.

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Terhadap Praktik Pemberian Ganti Rugi Di J&T Express Sidoarjo

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Ganti Rugi Di
J&T Express Sidoarjo

Dalam Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan hukumnya
dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam.
Sebagaimana telah diatur dalam kaidah figih yang berbunyi

i 2 e s 0l OF Y asByr alawli 3 1Y)
Artinya:

Hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.®

Berdasarkan kaidah tersebut segala macam transaksi dalam

hukum Islam diperbolehkan apabila sesuai dengan prinsip syariah

serta tidak bertentangan dengan alqur’an dan hadist.

* Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,

2016),



68

Transaksi yang dilakukan J&T Express Sidoarjo dengan
konsumennya dalam istilah hukum Islam atau muamalah termasuk
akad [jarah amal, karena rjarah memiliki arti sebagai sewa menyewa
jasa yang mengandung manfaat. Transaksi yang dilakukan oleh pihak
J&T Express dan konsumen yaitu dengan memberikan upah sebagai
nilai dari manfaat jasa yang diberikan dalam mengantarkan barang
oleh pihak J&T Express.

Konsumen dan pihak perusahaan sebagai pihak yang berakad
telah terikat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama dan harus
ditepati. Dalam Islam hal utama dalam sebuah transaksi yaitu shighat
atau ijab dan gabul untuk mengungkapkan kehendak al-muta’aqidain
(dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya
dengan cara mensyari’atkan yang tampak pengaruhnya ditempat
transaksi.* Tjab dan gabul boleh dilakukan secara sharih (jelas) dan
boleh secara kiasan (kinayah).* Perjanjian jjarah lazimnya dilakukan
dalam bentuk perjanjian tertulis, karenanya ijab qabul tidak lagi
diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan
dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab qabul dalam bentuk
kiasan (kinayah).

Suatu perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban antara

kedua belah pihak yang harus ditepati, karena Islam mengajarkan

% Miftahul Khairi, Ensiklopedi Figih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, (Y ogyakarta:
Maktabah Al-Hanif, 2014), 311.
% Muhammad Yazid, Figih Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 194.
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untuk menempati janji supaya tidak menjadi golongan orang yang
munafik. Jika dalam proses transaksi salah satu pihak melakukan
kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka harus menanggung
resiko dan bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
Akad yang telah disepakati dalam transaksi pengiriman barang yang
menjadi bukti adanya perjanjian yang berlaku antara kedua belah
pihak yaitu tertuang dalam bukti pembayaran atau resi pengiriman
yang dimiliki oleh konsumen yang memuat ketentuan-ketentuan
bertransaksi dan pertanggung jawaban atas ganti rugi yang sesuai dan

adil.

w5 o 5 o e g 2 (203 A 155 A5G
Artinya:

Penyeru-penyeru itu berkata, “kami kehilangan piala raja

dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh

bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin

terhadapnya. (Yusuf 12:72)

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian ganti atas jasa
yang layak atau seimbang bagi seseorang yang dapat menemukan dan
mengembalikan barang yang hilang, pekerjaan ini juga termasuk
dalam 7jarah amal adalah Jjjarah terhadap perbuatan atau tenaga
manusia yang diistilahkan upah mengupah.. Pemberian ganti rugi
yang sesuai dan informasi yang jelas pada ayat di atas menjadi acuan
untuk praktik yang seharusnya berjalan di J&T Express.

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis tentang hasil

wawancara dengan konsumen yang merasa dirugikan dengan praktik
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pemberian ganti rugi yang ada di J&T Express. Islam mengajarkan
umatnya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah
disepakati bersama. Para pihak yang terlibat mempunyai hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan
perjanjian yang berlaku pada akad 7jarah. Kewajiban J&T Express
sebagai pelaku usaha yaitu mengantarkan atau mengirimkan barang
sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Sedangkan
kewajiban konsumen yaitu membayar atau memberi upah terhadap
pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak J&T Express dalam jasa
pengiriman barang ke penerima.

J&T Express sebagai perusahaan jasa pengiriman barang
terkadang dalam proses pengirimannya terdapat peristiwa yang
menyebabkan kerusakan maupun hilangnya barang yang akan dikirim.
Kewajiban bagi pihak jasa pengiriman barang untuk memberikan
ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab apabila melakukan
kelalaian hingga membuat kerusakan atau kehilangan barang yang
akan dikirim baik disengaja maupun tidak sengaja. Hal ini tidak
termasuk atau berbeda jika kerusakan atau kehilangan barang terjadi
akibat keadaan yang diluar batas kemampuan untuk menghindarinya
seperti bencana alam atau fource majeure sebagaimana dijelaskan dari
hasil wawancara ke pihak J&T Express yaitu tidak dapat dikenakan

ganti rugi.
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Berdasarkan konsep dalam ijarah, akad pengiriman barang
melalui jasa pengiriman barang J&T Express Sidoarjo tidak
memenuhi salah satu rukun. Sighat merupakan salah satu rukun yang
penting berisi tentang ijab dan qabul. Dalam praktiknya salah satu
ketentuan pada sighat telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh J&T
Express Sidoarjo yaitu tentang amanat untuk mengirimkan barang
konsumen sampai ke tujuan dengan sebaik-baiknya serta
kewajibannya memberikan ganti rugi dengan adil. Hal ini berdampak
negatif untuk pihak konsumen yang telah memenuhi kewajibannya
dengan membayar jasa yang telah dikerjakan oleh pihak J&T Express.

Dengan adanya masalah ini akad menjadi batal atau cacat
karena salah satu rukun tidak terpenuhi. Banyaknya klaim konsumen
yang menganggap bahwa terdapat poin dalam ketentuan perjanjian
tentang jumlah ganti rugi yang lebih menguntungkan J&T Express
yakni biaya penggantian barang yang rusak atau hilang maksimal 10
kali ongkos kirim, bukan berdasarkan nilai barang. Allah Swt.
mengharamkan mencari keuntungan dan memakan harta dengan cara
batil dan menyarankan dalam pemberian ganti rugi yang adil atau
seimbang dengan barang yang rusak atau hilang sesuai dalam
firmannya pada Surat al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

O 1,40 O 1,80 IS i G s e 1,386 286 (s 28

< “:f)‘ DS‘ /c; fj |
Artinya:
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... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadmu,
balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpahkan
kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

Allah beserta orang-orang yang bertakwa.®’

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan ganti rugi
bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu,
maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan
kepadamu. Jadi dalam pemberian ganti rugi harus seimbang dan

sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik
Ganti Rugi Di J&T Express Sidoarjo

Dalam kegiatan suatu transaksi tentunya tidak terlepas dengan
adanya peristiwa atau resiko, baik yang disebabkan karena kelalaian
manusia maupun kejadian alam yang tidak dapat dihindari. Bila
terjadi suatu peristiwa atau resiko yang menimbulkan kerugian bagi
pihak konsumen merupakan kewajiban pihak pelaku usaha untuk
bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang timbul
karena adanya hubungan hukum sehingga menimbulkan hak dan
kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada
hukum atau peraturan yang mengaturnya, baik berupa hukum Islam
maupun hukum positif. Peraturan atau hukum yang ada berguna untuk
melindungi masyarakat, misalnya konsumen maupun pelaku usaha

agar terhindar dari kemafsadatan atau keburukan. Di Indonesia telah

%7 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,

2016), 31.



73

berlaku hukum yang mengatur para pelaku ekonomi sehingga para

pelaku ekonomi ini dapat melakukan kewajiban dan haknya sesuai

dengan porsinya masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan ganti rugi menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19
ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

6) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

7) Ganti rugi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian vang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana keterangan di atas bahwa pihak jasa pengiriman
yaitu J&T Express sebaiknya memberikan ganti rugi atau mengganti
sejumlah uang kepada konsumen jika dalam melakukan proses
pengiriman barang terdapat kelalaian yang mengakibatkan kerusakan
atau kehilangan barang. Perlu diperhatikan bahwa hak dan kewajiban
pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen,

maka hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh
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pelaku usaha. Demikian juga dengan kewajiban konsumen adalah hak
yang diterima pelaku usaha.

Kesadaran konsumen bahwa mempunyai hak dan kewajiban
serta pelindungan hukum harus diberdayakan dengan meningkatkan
kualitas pendidikan yang layak, hal ini menjadi faktor utama
perlakuan yang semena-mene oleh pelaku usaha kepada konsumen
yang memiliki kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang hak dan
kewajibannya. Kesadaran pelaku usaha akan hak-hak konsumen juga
diperlukan untuk terciptanya harmonisasi antara tujuan pelaku usaha
yang menginginkan perolehan laba tanpa merugikan konsumen yang
memiliki kepuasan maksimum.

Pemberian ganti rugi oleh J&T Express dirasa tidak adil dan
tidak memiliki kepastian hukum mengenai jumlah yang akan
diberikan pihak J&T Express terhadap barang konsumen yang rusak
atau hilang baik itu barang yang dikirim dengan diasuransikan
maupun tidak diasuransikan. Bentuk ganti rugi yang adil yaitu sesuai
dengan harga barang yang dikirim sesuai dengan ketentuan ganti rugi
yang dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa
ketentuan Nomor 7 pada peraturan J&T Express yang berbunyi ganti
rugi untuk barang rusak atau hilang yang tidak diasuransikan yaitu

maksimal 10 kali dari ongkos kirim. Klausul ini tidak selaras dengan
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Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena berpihak
pada J&T Express yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan
mendapatkan biaya jasa pengiriman tetapi tidak dapat bertanggung
jawab apabila terjadi peristiwa yang kerusakan atau kehilangan pada
barang konsumen serta ketentuan yang berlaku ini berpotensi adanya

pengalihan tanggung jawab oleh pihak J&T Express.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo mengacu pada
klausula baku yang berlaku yakni ganti rugi untuk barang yang rusak
atau hilang yang tidak diasuransikan yaitu maksimal 10 kali ongkos
atau biaya kirim. Ketentuan ini menjadi tidak adil karena tidak ada
kepastian jumlah sebenarnya yang akan diberikan kepada konsumen,
sedangkan bentuk ganti rugi yang dirasa adil yaitu sesuai dengan
harga barang yang dikirim serta kompensasi sebagai bentuk kelalaian
yang dilakukan oleh pihak J&T Express.

Praktik jasa pengiriman barang di J&T Express Sidoarjo tidak sesuai
dengan rukun zjarah yakni kejelasan sighat tentang pemberian ganti
rugi yang tidak sesuai menurut Islam, karena biaya penggantian untuk
barang yang rusak atau hilang yaitu maksimal 10 kali ongkos kirim,
bukan berdasarkan nilai barang atau nilai kerugian riil yang telah
dialami oleh konsumen. Hal ini selaras dengan ketentuan ganti rugi
yang ada pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8§

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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B. Saran

Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan
dengan praktik pemberian ganti rugi di J&T Express Sidoarjo, yaitu
dalam melaksanakan suatu transaksi atau pekerjaan hendaknya didasari
dengan itikad baik antara kedua belah pihak supaya terjalin suatu
transaksi yang sesuai dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya,
bagi pihak pelaku usaha diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan
memberikan tanggung jawab semestinya jika terdapat kerugian pada
konsumen yang disebabkan oleh kelalaiannya. Serta pihak konsumen
diharap lebih aktif untuk mencari tahu tentang hak dan kewajibannya
serta perlindungan yang bisa mereka dapatkan bila terjadi kerugian agar
pelaku usaha tidak dapat berlaku semena-mena karena kurangnya

kesadaran konsumen.
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